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.. BEBERAPA ASPEK KESADARAN ..
... HUKUM MASYARAKAT PEUSANGAN . .
(STUDI. TENTANG-PELEMBAGAAN UNDANG-UNDANG . |

i o PERKAWINAN1974) o« 00 - ap

Oleh Ahimad Ubbe, S .

ebelum - Lira berbicara: tentang - efektivitas suatu peraturan perundang-un-.
< dangan; . mestinya kit -sudah dapat memperkirakan -seberapa lugs. publisitas

suntu peraturan perandang-undangan sudah dilaksanakan, Segl-ini sangat me: "
- ‘-‘néﬁ'z"u'kéﬁ “mengingat heterogenitas masyarakat dan kelugsan wilayah I ndonesia,
s sumsi bahwa  publisitas suatu peraturarn perundang-undangan sudah dilakukan
“dengan seluas-luasnya, aken mendukung: perolehan hasil penelitian yang lebih
dlirat Tulisan' ini, ‘sebuah lagi hasil penelitian tentang pelaksanaan UU No. If
L1974 tentafzg Letentuan-ketentuan pokok perkawinan dengan lokasi penelitian
- di wilayah -Kecamaton Peusangan -Kabupaten Aceh Utara. Di sana masih adg

lembagn Keuchik: dan Imeumn Meunasgh yang wasih lebih sering dianuti dalam

‘pelaksanaan perkawinan. i 0

" ‘Pembahasan ini ingin melihat kesa-
“daran hukum masyarakat Peusangan
'Kabupaten Aceh Utara dalam kerang-
ka pelaksanaannya pada masyarakat
yang $edang “mengalami perubahan
terencana des terarah; Dengan demi-
kian Undang-undang Perkawinan 1974
(UUP 1974) dan peraturan yang meng-
“atur pelaksanaannya akan diteliti da-
Tam rangka berfungsinya hukum posi-
tif tertertulis (HPT) dalam masyara-
“kat'yang sedang berubah,” o
“Ditihat dari ‘kesadaran hukum dan

#) Makalah ini merupakan saduran dari
Laporan Penelitian fentang Beberapa As-
"pel*Kesadaran ‘Hukum Masyarakat Pe-
~usangan, ditulis “oleh saya, . diterbitkan
oleh PLPIIS Universitas Syish Kuala,
Aceh, 1985,

Redalg_si

penerapan UUP 1974 dan peraturan
yang mengatur -pelaksananmya - sebagal
HPT menimbulkan masalah, Beraki-
nya HPT di bidang perkawinan berarti
semiua. warga fegara Republik Indone-
sia “dalam melaKsanakan ‘perkawinan-
fiya harus mematuhi peraturan terse-
e % ¥ L o
Penerapan HPT merupakan proses
awal timbulnya masalah kesadaran hu-
kum, karena dengan demikian (seti-
dalc-tidaknya karena penerapan terse-

but) timbul ketidaksamaan antara da-

sar penilaian (pengendalian sosial), ke-
sadaran hukum masyarakat dengan ha-
rapan-harapan penguasa serta dipatuhi-
nya antara hukum itu sendiri.

Ide kesadaran hukum dalam keada-
an demildan’ menarik untuk diteliti,
karena pengaturan oleh HPT di bidang
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-perkawinan-tidak selamanya-diketahui,
.diakui, dihargai dan ditaati. Fa

goleh masyarakat tidak - Selamanya dira-"
‘sakan adil dan di fuar huktom kadang.

:kadang ada keadilan (Mahadi, 1980:

‘44). Dari sudut lain Rahardjo menga- _

“takan sebab -gejala-tersebut, ddalah ‘ka-
renz . dalam kehidupan sehari-hari se-
nantiasa "t dijimpai~persaingan: antara

' hiar hukum (Rahardjo; 1982:744), -
“Politik pembangunan hukum: nasio-

keserasian’ antara gejala-gejala-tersebut

di ‘atas“dari-tidak untuk dipertentang.
kan. :Keserasian ‘proporsional antara -
pengendalian sosial oleh- penguasa- de-

ngan kesadaran hukum masyarakat
memupakan haluan negara yang harus
dicapai dalam pembangunan nasional.
Pencapaian tujuan ini beralasan dan
.mendesak, sebab - menurut. Soekanto
-dengan mengutip Padgorecki mengata-
kan;. .apabila .pembentuk hukum. me-
nerbitkan .. peraturan. . perundang-un-
dangan yang-tidak cocok dengan ke-
sadaran:.atau. perasaan hukum: masya-
rakat, maka diperkirakan akan timbul
reaksi-reaksi yang negatif dari masya-
rakat. Semakin besar pertentangan an-
tara peraturan dengan kesadaran terse-
but, semakin sulit penerapannya Apa-
bila peraturan tadi sesuai dengan kesa
daran hukum masyarakat maka masa-
lah dalam penerapannya hamplr -ham-
pir txd_ak ada (Soekanto, 1982: 146 f).

Kesadaran ..hukti:m ﬁengéﬁ segala

aspeknya akan dihampiri dengan pen-
~dekatan sosiolegal dengan mengambil

“kanto ~dan":Abdullah,
fial “dewasa ‘ini (Hhat-GBHN 1983 di .
bidang “hukum) menghendaki-tércipta .-
< ngan mengutip Escap mengatakan-hu-

FHukum dan Pembengunan

~titik- telaah kesadaran hukum masya-
... takat yang berkaitan UUP 1974 dan -

: '_pe:aturan vang mengatur pelaksanaas.
" nhya, Maka dengan demikian penelitian
“ini"menempatkan® hukum ‘perkawinan
‘tertulisi-sebagal rambu-rambu mene-

mukan kesadaran hukum masyarakat
di bidang perkawinan tersebut, ,'

‘Hukum -perkawinan tertulis sebaga;
bagian dari hukum positif kita, meru-

' “:pakanpormulasi. kesadaran - hukum
1 hukum dengan - proses: sdsial i

yang dilakukan-oleh sekelompok.orang
sebagai pembentuk - hukum. (ithat Soe-
19821144,

-Ataw dengan kata lain -hukum di.sini

berarti hukum- negara.T. Mulyas.de-

kum negara,  adalah’ hukum positif

“yang tertulis yang dilahirkan. oleh apa-
-rategara dan secara institusional.me-

rupakan produk yang digodok dari
atas (T. Mulya, 1982: 23).

Harapan agar HPT menjadi efekuf
dan efisien, maka ia terdebih dahulu
harus melembaga dalam masyarakat,
disadari keberadaannya dan oleh kare-
nanya ia  dirasakan bukan sebagai
alat pemaksa Akan tetapi merupakan
kebutuhan untuk ‘mentaatinya. Menu
ut Soekantc pelembagaan meiupakan
suatu proses agar hukum tertulis ter-
tentu dapat dikenal, diketahui, dxaku:
dihargai serta ditaati dalam pergaulan
hidup sehari-hari sebagian besar warga

masyarakat (Soekanto dan Abdullah
1982: 1121);

Proses pelembagaan tersebut . pada
dasarnya. berisi tuntutan tumbuhnya
daya dan upaya dalam masyarakat se-
bagai lembaga untuk menggalang dan
menumbuhkan peran-serta aktif warga-
nya, -agar. mereka: memiliki : potensi/
budaya ~kaidah-kaidah - mengikat. dan
dapat memaksakan kehendak hukum
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positif ‘tertulis yang.: bersangkutan.,
Dengan = demikian;-pelembagaan - ini
akan 'menumbuhsuburkan :kesadaran

: syarakat sehmgga HPT.

pi sebagai: kebiasaan sesual dengan ni

lai sosial” budaya yang' hldup dalam:

= Berbed. dengan pelembagaan HPT
sebaga1 iproses ‘yang ‘meletakkan’ titik
beratnya .pada. masyarakat sebagai
lembaga, maka kesadaran hukum mele-
takkan titik beratnya pada warga ma-
syarakat dengan potensi potensi yang

largx ps_nge__rt_lan l«:,_husus_ (sem_plt) oleh:
Sanusi adalah. potensi atau daya warga.

masyarakat "yang- berisi; (a)s p'_ersepsi,-

pengenalan, - pengetahuan,: pengertian:
tentang hukum termasuk konsekuensi-

konsekuensinya; (b) harapan keperca-
yaan, ;bahwa’ hukum-.dapat-memberi.

suatu kegunaan, perlindungan serta ja--
minan. dengan kepastian, dan rasa:ke-.
adilan;. (c) . perasaan-perlu dan butuh:
akan jasajasa hukum dan.oleh karena-'

nya ia bersedia menghormatinya; (d)
perasaan khawatir dan takut melang-
gar hukum, karema jika melanggar,
maka sanksi-sanksinya dapat dipaksa-
kan; . (e) orientasi, perhatian, Kesang:

gupan, kemauan baik; sikap dan kese:.

diaan,_serta. keberanian .mentaati hu-

kum. dan hak maupun. kewajiban, ka-.
rena, kebenaran dan. keadilan : serta.
kepastian :hukum -demi kepentingan-

umum (Sanusi, 1977:351).

- Memahami kesadaran hukum yang
sangat ‘abstrak, Mahadi mengatakan
mencari kesadaran hukum nasional le-

wat-manusia Indonesia-adalah tidak.

mungkin: Oleh sebab manusia Indone-:
sia, berjuta-juta banyaknya.dengan la<-

tar-belakang sosial budaya, agama, ker, -

percayaan berbeda-beda. Dengan de-+
mikian © konsepsi bangsa Indonesia”
tentang  keadilan *berbeda-beda’ pula,”
menyebabkan kesadaran hukum manu: .
sia Indonesm tidak seragam .
Menyadan hialhal di atas, maka"' '
dalam pénelitian kesadaran hukum ma:"
syarakat - dengan jalan menerjemahkan’

konsep-abstrak tadi’ ke'dalam variabel - -

emperis yang mempunyai fungsi seba
gaiindikator: Soekanto -mengatakan
indikator-indikator ‘kesadaran hukum:
meliputi hal-hal sebagai ‘berikut: (a)
pengetahuan hukum;-{b) pemahaman:

hukumy; () sikap hukuin; (d) perilaku; -

hukuim; (e) kepuasan terhadap hukum,
(Soekanto dan Abdullah; 1982: 228 1),
~Dengan '+ memperhatikan - indikasi
tersebut di:atas, dapat diketahui ting:
katikesadaran hukum seseorang. Oleh’
kagena seorang ‘dengan mudah dapat
merniliki indikasi tertentu, tetapi tidak
untuk - indikasi lainnya. Dari sebab itu
tingkat+kesadaran “hukum  seseorang:
bersifat refatif dalam isi dan kekuatan-
nya.; Hal ini disebabkan oleh faktor:
berpengaruh yang meiiputi hal-hal se-;
bagai- berikut: waktu, tempat (Sanu-:
1977: 35) serta mater, motivasi
dan sosial kontzol (Mahadl 1_980:;;

. i

+ Lokasi - penelitian Kecamatan Pe-
usangan Kabupaten ‘Aceh Utara. Sa-
saran ‘studi” dipusatkan di Kelurahan
Matang Gelumpang Dua Meunasa Ti-
mu (MGDM. “Timu). Populasi peneli-
tian adalah penduduk Kecamatan Pe-
usanga_n yang terdaftar sebagai pen-
duduk "KMGDM, Timu. Sampel  sa:
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saran’ penelitian® sebanyak ' 50 'orang,'

25 responden: ‘pria-dan 25 wanita, di-
pilih.s secara™ purposive.: +Sedangkan
mforman :sebanyak :25- orang, adalah

warga. masyarakat Peusangan yang me--

miliki pengetahuan dan. mengalami ka-
sus-di: bidang. pérkawinan. Sebagai tek-

nik pengumpulan. data dilakukan wa-.

wancara-dengan alat:bantu. kuesioner
serta observasi dan studi dokumentasi.
Analisis data bersifat deskriptif kuali-
* tatifidan. kuanuta‘uf sesuaidengan si-
fatdata RIS s
Tatas Kecamatan Peusangan 390
KM2 terdiri- dari <149 desa; 146 desa
berstatus -desa penuh dan’ tiga desa de-

ngan - status desa . persiapan.:Jumlzh:

penduduk per statistik penduduk 1983

adalah: 67.154 jiwa dengan kepadatan.

172/KM?2 ‘Bagian: utara bersentuhan
Selat :Malaka, bagian -selatan Kabupa-

ten:: Aceh: Tengah.: Sedangkan sebelah:
barat dan timurnya masing-masing Ke-
camatan’ Jeumpa-dan kecamatan: Gan-:

dapurafkecamatan-Makmur, -~ 15

:-Salah -satu petunjuk -awal tingkat -
kesadaran hukum masyarakat Peusang-
an ~depat ‘dilihat pada intensitas:keja-"

hatan” (tahun 1983-1984) menurut

tingkat keseringannya dapat dirincise-’

bagai berikut: (a) pencurian (22,36%);

(b) penganiayaan (11,84%); (c) peni:
puan {11,84%);(d) narkotika (11,84%);:

(e) pengeroyokan (9,21%); (f) pengru-
sakan (5,26%); (g) perzinaan (3.94%);
(h) melarikan perempuan (3,94%);
(1) perkosaan (2,63%); (j) pembakaran
(1,31%) dan pembunuhan (1,31%) dari
59. kasus :kejahatan (sumber, Polsek
Peusangan),: Sedangkan faktor lain ada-
lah jumlah perceraian - dibandingkan
dengan perkawinan selama tujuh tahun
(1978—1984) adalah 3542: 356. Jadi

jumlah perceraian, adalah 10,05% dari-

Hukum dan Pem bangtian

jumiah: perkawinan; (sumber KUA Ke.,
camatan Peusangan) B

#Usia ‘responden’ termuda 21 tahun-
dan yang'tertua 45 tahun ‘Resporideti:
laki-laki terbanyak berasaldari kel Tt
pok umur 2530 tahun (40% dari n'=
50: orang)- dan’ wanita® dari kelompok!

umur- 16-25 tahun (36%). Temyata:_._

usia responden pada wakin "Kawin i
dak’ menyalahi “batas umur minimal
yang ditentukan oleh hukum, kecuaii
satu ! -Orang: (2%) responden wamta -
yang kawin-padavmur 13 tahun:-
“*Mata_pericaharian dard responden:

pegawai negeri (26% dari n = 50); pe-
dagang (16%); petani ' (12%): urasan
rumahtangga (34%); pegawal swasta
(2%); ‘jasa {4%)- dan buru]n/mi{angE
(6%). .Responden pegawax baik pega:
wail “negeri faupun pegawai swasta’
terdiri (16%) pria dan (12%) wanita:
Kalau jumilah responden ini dihuburig::
kan dengan pengetahuan terhadap isi’
aturan ‘hukum perkawinan tertulis mi-’
salnya ‘umur ‘maksimal boleh ‘kawin
dengan kelompok pedagang dan petani’
ternyata pekerjaan - tidak"'membaw3a
pengaruh, sebab pengetahuan tentang’
isiaturan berada pada tmgkat yang
sama (0%) - '

: v R :
“Perkawinan sebagai peristiwa hu’
kum menurut praktek dalam masya-
rekat dapat’ ‘dilaksanakan ‘derigan’ dua’
cara. Cara'pertama dan umum terjadi,
adalah pezkawman di hadapan pegawai’
pencatat’ nikah (PPN). Sedangkan cara
kKedua, adalah perkawinan di luar dan'
tidak di hadapan PPN. '
Perkawinan ~di hadapan PPN diha-
ruskan memenuhi syarat seperti ditens:
tukan oleh Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2
UUP 1974. Pasal 2 ayat | menentukan
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sy'

ebaga1 penentu keabsahan

© percay

__pezkawman Sedangkan ‘Pasal 2 ayat 2,

memuat syarat yunch;.;‘formal perka-

terper inci mengatur kew ajiban- kew a;zb
'dm;mst:anf calcm kedua mempeial

pemb atan akte mkah

Sementara di pzhak Iam, perkawm-
an di luar dan-tidak di hadapan PPN
tldak mensyaratkan ketentuan admi~
nistratif - ‘dan ‘prosedur sepem tersabut
pada perkawman di hadapan PPN. Ke-
cuali” kadang ‘Kala,  pélaksana perka—

di “luar “PPN ‘membutuhkan
De nduduk, Kartu asal-usul dari
kelurahan" atau kepala desa masing-
masmg p}hak “Hasil wawancara der;gan
seorang kepala kelurahan mengatakan
selalu” membuat surat ketemngara asal-
usul ‘pada warganya, walaupun diketa-
huifiya bahwa surat itu akan dzguna—
kan m_mlk mkah tldak d1 hadapan
PPN

Kedua bentuk dan corak perkawm
an tersebut berlaku di masyarakat
Peusangan. Persyaratan yuridis formal
hingga di.sini belum mendapat tempat
sekuat dengan- persyaratan yuridis:ma-
terial, sehingga perkawinan tidak di ha-
dapan . PPN . belom dianggap sebagai

winar

nilai yang memalukan dan oleh kare-

nanya tabu dilaksanakan... -

ral yuridis. perkawinan de-
. ngan mengaqu hukum agama, dan ke-.
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Kalau diperhatikan perkawman :
yang 'dak menuruti HPT, maka_
dak . d1témukan statistik yang. pasti
tentang -tingkat_ kesermgannya Akan
ctapi dapat. d1perk1rakan bahwa ju
Iahnya relatif tinggi. Penehtmnlapang o
an menemukan data bahwa di dae ah U
Istlmewa Aceh . terdapat sekita '
orang Tengku yang berpengaruh my
]alankan pemlkahan di luar ketent
hukum pos1p tertuhs

Pada tahun. 1984 ch Pengach
Negen Blereuen dahukum seorang pria;
yang telah . berusia. lanjut.:la. ber-.
nama Tgk. Is. bin Bdn. (79 tahup)
dengan hukuman penjara selama satu
tahun (Keputusan Pengadilan Negeri
Blreuen ‘No. 83/P1d/B/ 1984/PN Blr) -
Beberapa tahun sebelurrinya, di tampat :
yang sama telah dihukum pula ‘se-
orang bemama Tgk. ‘Bale G. (75)
Tgk Is. bm Bdn ‘pernah men]ach ang-
gota pengurus Majehs Ulama Kecamat-
an Peudada, sedangkan Tgk. Bale Is
mantan Hakim honorer pada Peng
aéﬂan Agama Lhok Seurmawe. Catat-
an Pengadﬁan Negen Bireuen menye—
butkan bahwa vang tersebut namanya
terakhir ‘telah empat " kali ‘dihukum
oleh pengadﬂan dengan perbuatan
yang sama (melaksanakan perkawman
liar) dan dalam wawancara _dengan
yang bersangkutan Ia mengatakan de-
ngan sumpah tidak akan berhen’u
sebab memkahkan orang adalah pe
tah agamanya.

_ Dari sebag:an fakta-fakta yang te-'
iah d1sebut di atas diperoleh kenyata—
an’ bahwa HPT di bidang perkawinan
belum sepenuhnya melembaga pada
masyarakat Peusangan, sebab di iuar
PPN terdapat praktek men;alankan
permkahan “liar”, Dalam hubungan
ini pemikahan menurut HPT merupa-

3
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Kan sazngan bagl PPN daiam menegak _

Kan "HPT tersebut. ‘Fakfor- faktor'pe-

nyebab dan ha.i er'sebut,’"adalah_kare{

rakat té}sebut dan lebih penting dari
itu semua adalah nilai dan kepentmg
ait pnbadi yang tidak tertampungoleh
HPT, “‘akan - disalurkan dengan aturan
yang 1eb1h menguntungkan :

Pengetahuan mengenal peraturan'
merupakan salah satu indikator mini-
mal akan adanya kesadaran hukum
Kenyataan yang ditemukan penelman
ini (80% dari n = 50) responden me-
ngetahui keberadaan UUP 1974, Meng—
gambarkan kesadaran hukum masyara~
kat tidaklah cukup dengan tmgkat
ketahuan pada ada atan tzdaknya stia-
tu peramran sah. Penggambaran vang
baik menuntut di samping tingkat ke-
tahuan pada isi, maka sikap, penlaku
serta kepuasan terhadap hukum dapat
memben gambaran tentang tmggz en-
dahnya kesadaran masyarakat : ;

ngkat ketahlian mas_yarakat pada
keberadaan dan isi HPT di bidang
perkaw_l_;_l_an yang akan disorot kali i ini,
adalah keharusan mencatatkan perka«
winan, poligami dan perceraian diper-
sulit, Pengetahuan terhadap keberada-
an UUP 1974 mencapai (80%) menge-
tahui (20%) tidak mengetahux darin=
50. Ke-40 responden yang mengetahm
keberadaan Uup 1974 dijadikan sasar-
an penelman mengenm ketiga sub-
masaiah yang dsjadikan titik-tolak me-
nemukan pengetahuan dan pemaham-

Hukum don Pembangungn +

an terhadap isi HPT yang diteltii
Gambaran hal tersebut dapat dlpennci'
sebaga.l benkut ' : :

A Pencatatan Perka‘mn:m o

Pengernan dan pemahaman terha-_'
dap. isi. aturan hukum yang mengaturl
keharusan melaporkan kehendak Kka-.
win.. dapat dilihat pada jawaban a as;
pertanyaan  tempat .pelaporan. kehen.
dak..kawin . sesuai -yang. ditentukan
oleh, UUP, 1974 . Kenyataan menun-:_'
Jukkan, bahwa KUA Kecamatan hanya'.
dikenal; dan dipahami sebagai lembaga
penerima.dan pencatat laporan kehen..
dak. kawin oleh 21,42% dari ]awaban:
n=.52. Sedangkan keuc}uk dan i imeum
meunasash masing-masing mendapat
46,42% dan,32,14%.

< Dari gambaran di atas dapat dlketa-
hui, bahwa fungsi suatu lembaga yang
diperoleh dan atau terbentuk karena
hukumn I-IPT _kadangkala . tidak efek.
tif.. Oleh karena lembaga tersebut. d1
satu.sisi belum dikenal dan di lain pi-
hak lembaga yang lama, kehilangan
fungsi, . oleh: warga. masyarakat  tefap
diketahui dan dipahami sebagai yang
berwenang Kalau keadaan ini demi-
kian kuatnya gejala ini dapat menam-
bah permasalahan pelaksanaan suatu
perundang-undangan (tertulis) dalam
masyarakat. Terlebih lagi, bila lemba-
Za yang pertama tidak toleran terha-
dap keadaan transisi itu. i

B" ?oﬁgém: Dipersulit .

~“Seberapa jauh pengenalan dan’ pe-
mahaman ‘responden ‘tentang hal ini,
dapat dilihat pada jawaban yang ber-
kaitan tempat memperoleh izin poli-
gami. ‘Dari 30 jawaban yang masuk,
hanya satu orang (3,33%) yang menge:




“parelitian UT Perkiatvinan

~ftahu1 izin ‘poligami dikeluarkan' oleh
Peng; Agama ' yan "n_aewﬂaye}n
“d; fah tempat tmggal ‘yang bersang:
kutan walaupun-yang mengetahm ‘po-
“telah diatur’ oleh UUP1974
, i 75% dari n'=40, “Sedangkan
yang mengenal” dan’ memahami KUA
.Kecamatan dan KUA Kecamatan ber—

pa
“Agama | sebagau ‘badan” yang berhak
“rengeluarkan izin pohgaml belum di-
‘ketdhui® oleh hampir ‘semua’ Tespon-
den. Lembaga keuc}uk baik sendiri
maupun ' secara ‘bersama-sama - “dengan
KUA Kecamatan menurat pemahaman

esponden merupakan ‘badan yang me-
miliki wewenang memben Izin: poh
g’ami:" . :

Menumt pemblcaraan pemblcaraan
“Selama di Peusangan, ‘masih sering ter-
3ad1 “Dua di ‘antara wanita yang hidup
dalam perkawinan ganda tersebut men-
: }adl mforman datam penehtlan ini; ma-
“sing-masing ‘berkédudukan istr perta-
‘ma; Dalam hubungan dengan perka-
‘winan poligami keduanya berkesimpul-
an, bahwa perkawinan berganda lebih
‘baik ~ baginya daripada minta ‘cesai.
Kesimpulan ini didasarkan pada alasan,
bahwa dirinya sudah tua (lemah fisik)
‘jugatelah  direpotkan dengan’ anak.
“Oléh karena itn mereka lebih baik ber-
“kelahi’ dengan madu daripada berurus-
an dengan masalah perceraian.

Kedudukan istri dalam perkawinan
~poligami berada pada posisi lemah ti-
dak semata-mata karena fisik lemah
dan kerepotan memelihara ‘anak, tapi
juga karena adat dan agama tidak me-
‘farang poligami. Dalam posisi'demikian
kedudukan suarmi yang memadu tam-

C i’erce;a:an Dxpersuht

_orang) Seberapa jauh responden
_ngetahui dan memahami materi terse-
_'but dapat chhhat ‘pada pengetahuan
dan pemahamannya pada isi norma
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‘bah kuat, ‘terlebih Tagi- Pasal 4 dan’s
YUP1974 dan prosedm yang d1ten-_
“quikafi dalam Pasal 40244 PP NG 9 ta-
“hun1975 ‘belim bisa dipaksakan ber-
_'lakunya karena“di luar Ketentudn hu-.
“kum tertulis perkawman (termasuk po-
_-hga_ma) masxh sangat mudah dapat

hukum yang mengatur siapa- s:apa yang
berhak " mengajukan gugatarn percera.t—
an. Dari data lapangan diketahui bah-
wa tidak seorang pun mengetahui dan
memahami siapa yang berhak mengaju-
kan gugatan perceraian secarg persis.

‘Data’ lapangan “tentang ‘yang “berhak
'mengajukan gugatan perceraian dapat

dlpennm sebagaiiberikut: hanya suami
(27,77% "dar n'="36 orang); hanya is-
iri (11,11%) dan suami/istri (99,98%).
*Dari’ data di“atas belum terlihat

‘adanya pengertian dan pemahaman gu-
‘gatan perceraian diajukan oleh seorang

(istri atau’suami) melalui seorang kua-
sa. Selama penelitian ini begalan di-

“terukan -sebuah’ kasus seorang suami

mengajukan gugatan cerai atas" istri-
nya melalui seorang kuasa. Surat kuasa
ini dibuat atas;dasar, bahwa.sang sua-
mi tidak dapat meninggalkan sebuah
tugas dan berada di luar daerah untuk
waktu yang belum dapat dxpasukan
Gugatan perceraian ini didasarkan pa-

da dalil, bahwa antara kedua belah

plhak terus-menerus terjach persehsih
an, pertengkaran dan tidak ada ‘harap-
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-an.akan hidup rukun lagi dalam ru-
_mahtangga _Akan . tetapi. yang: ber-
_sangkutan: dan.. ;kuasanya’ mengalami
-kekecewaan,: sebab gugatan perceraian
éengan kuasa tidak sampai di Pengadil-
AanApama sudah dlpetong oleh KUA
. Kf_:camatan “dengan alasan hukum (Is-
lam) yang dihayati oleh kepala KUA
Kecamatan tidak mengenai wakﬂah ta-

., Dalam pembacaraan dengan mereka

.hukum ~Is§am tldak dxtemtikan suatu
pendapat___yang memperlakukan wakx

pengeman bahwa gugatan perceralan

~dengan surat kuasa yang diatur dalam
“Pasal 20 ayat ‘1 PP No. 9 tahun 1975
Edlpersamakan dengan Wakﬁah talak
yang tidak dlkenai oleh hukum (Is-
lam)

s+ +Sikap dan kepuasan responden ter-
1 haciap HPT di bidang perkawinan akan
melihat kecenderungan-kecenderungan
-yang dialami oleh:mereka dalam meng-
‘adakan ‘penilaian . terhadap ketiga ma-
- teri pokok . vang menjadi - titik pusat
bzahasan . ini. Kecenderungan-kecende-
Tungan . ini meliputi: - sikap . hukum,
perilaku hukum dag kepuasan terha-
dap . hukum yang mengatur ketiga
materi seperti dalam . bahasa poin V
. sebagal berikut. |

-:A i’encatatan Perkawinan

S1kap responden terhadap kewajzb
an me}aporkan kehendak kawin pada
umumnya _positif. Darz semua jawab-
an Yyang masuk ditemukan Kecende-
mngan—kecendemngan yang_ dapat di-
Jperinci sebagai benkut Kecendemng

(69,6%. dari .n .

Hukum don Pembengunan

an. mengatakan pelaporan itu :perlu
52, jawaban) - dan
30,77% mengajukan Jawaban bahwa
pelaporan ftu sangat perfu, - .
-Dari dlasan. yang mendasari kecen-
demngan—kecendemngan di atas dapat
diperinci dalam. kategori. sebagai. 'ben- _
kut.. .
a., Harapan agar perkawinan tersebut
- diketahui oleh orang, terutama. p
. muka-pemuka kampung, memba _
. -ngunkan . kesadaran :esponden un-
tuk bersikap hanya perlu (21, 15?‘ )
dan _sangat perIu (9,89%) pada per
aturan. (tertuhs) yang . mengatur
pelaporan tersebut.
b. Pelaporan. kehendak kawm mem-
... pakan. kewaglban hukum bagi set:ap

'__kecenderquan 1111_ _me_mbangu_nk_an
kesadaran responden untuk menga-
. takan pelaporan kehendak kawin
itu. hanya perlue (17, 30%) dan sa-
ngat perlu (3,89%) pada aturan. pe-

- laporan tersebut..

¢. Harapan agar perkawman tErsebut
mendapatkan, .perlindungan  dari

- pemerintah. Kecendeningan- kecen-

derungan ini membangunkan kesa-
daran responden menganggap pela-
poratt : hanya perlu (13,46%) dzin
sangat perlu, (5,76%) pada peratur-
-.:an fersebut. : .
~Tatalaksana perkawman yang ber-
awal dari pelaporan kehendak kawin
ini perlanjut dan berakhir pada penca-
tatan sebuah perkawinan dalam se-
buah akte nikah. Adapun sikap res-
ponden pada pencatatan ini pada
umumnya positif {98%..dari n = 49
orang).-Kecenderungan yang menda-
sari sikap ini, adalah kebutuhan hu-
kum. yang meliputi kebutuhan akan
perlindungan hukum terhadap perka-
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; erimdungan uu pada urmum-
ggap periu, agar perkamnan
©dtuttidak gampang ‘putus dan suami
‘tidak ipang kawin lagi serta kebu-
-tuhan r_mmstram dan statistxk perka-
wman yang baik.~ i

Kaiau kecendemngan kecendemng—
an’ an kebutuhan ini . dihubungkan
dengan’ pengetahuan pemahaman res-
poﬂden yang sangat berjauhan dalam
kehidupan hukum. masyarakat diper-
oleh kenyataan bahwa proses pelem-
bagaan HPT tertulis merupakan pang-
kal: tnnbulnya maésalah tldak efektf:
nya “suatu- __peraturan tertulis.’ Denga.n
ditéthukanﬁya “praktek” perkawinan
yang dﬂaksanakan di Juar dan t1dak
di hadapan PPN, menyebabkan Kewi-
bawaan peraturan yang bersangkutan
belum dapat diterima secara bulat,
Hal ini’ enyebabkan petugas tidak
I tekad bulat sesuat dengan
apa' yang d1kehendak1 oleh peratur-
an yang bersangkutan .

Kenyataan—kenyataan sepertl dlse-
but di atas dapat terlihat. dengan jelas
pada fakta yang dsalanu oleh ke-50
responden penelman ini yang rata-
rata melaksanakan perkawinannya se-
belum 10 har setelah pelaporan, na-
mun dalam praktek belum pernah
kejadzan ‘ada PPN yang dlajukzm ke

Pengadilan dan dlpidana karena kesa-

Iahan tersebut. - Padahal menurut Pa-
sal 45 PP No. 9 tahun 1975 perbuatan

ini dzancam pldana bapi pelakunya_

Pembicaraan selama di lapangan me-

ngatakan pelanggaran terhadap UUP.

1974 dan” peraturan yang mengatur
peiaksanaannya sengaja tidak ditindak

dengan’ tegas demi kelanjutan pelak-

sanaan dan penegakannya, sebab. tin-
dakan ‘tegas yang memburu Kepastian
hukim dapat ‘mengorbankan Kketen-
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traman cian pada akhlrnya menumbuh :
suburkan peérkawinan di luar dan'_
udak di hadapan PPN,

B, Pohgarm Dlpersuht

Slkap responden ‘tethadap norma
hukum  tertulis yang mempersulit pod
hgarm pada’ umumnya positif, Dari

sernua’ jawaban “yang masuk, ditermu-

kan ‘pénilaian ‘dan kecenderungan-ke- -

cenderungan ‘yang dapat’ 'élgbiongkari T

pada penilaian periu (74% dari n°
5{)) dan “tidak pertu (26%). Alasan
vang mendasari Kecenderungan dan
penilaianresponden bersikap perlu pa-
da:norma hukum yang mempersulit
perceraian,
pengayoman hukum terhadap ketidak-
stabilan rumahtangga, ekonomi rumahs-.
tangga, pendidikan ‘dan kasih sayang
stami-istri: pada anak-anaknya serta
mulainya tembuh hasrat perbaikan ke-
dudukan wanita dalam kehidupan ru-
mahtangga. Sedangkan - alasan yang
mendasari penilaian. tidak perlu pada
norma. hukum yang mempersulit poli-
gami, .adalah . poligami  dibenarkan:
oleh Islam -dan. mempunyai segi-segi
positif. .Segl positif poligami menurut
penilaian mereka, adalah memberikan
kemungkinan pada wanita lain untuk
mendapatkan suami, menolong anak:
yatim dan menghindari zina dan mak--
siat. ' Kecenderungan ini ada hubung-:
annya.-dengan  kebfasaan dan agama
yang dihayati oleh masyarakat.

Dari - 74% .responden yang bersi-
kap -perlu pada hukum yang mem-.
persulit . poligami, terdapat di antara-
nya {86,48% dari.n = 37) yang mera-:
sakan peraturan itu adil dan memuas--
kan dan sisanya (13,51%) merasakan
peraturan tersebut tidak memuaskan..
Harapan-harapan yang membangun-

“adalah  kebutuhan - akan -
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kan slkap puas dan rasa adil, adaiah
" ‘kéhendzk’ ‘untuk mendapatkan ke-
‘adilan® walaupun ° pohgamz ini terjadi,
Pengaturan poligami ini d1harapkan
memberi jaminan keadilan baik pada
poligaminya sendiri ‘maupun:pada is-
tri-istri, anak-anak serta hak dan kewa-
jiban - masmg masing .pthak. Harapan-
: harapan akan fungsi hukum ini mem-
bangkltkan rasa kepuasan: dan keadil-
anspada aturan yang.mempersulit po-
ami. . Sedangkan . alasan -responden
yang hanya ‘bersikap perlu saja; tidak
merasa puas apalagi adil, adalah poli-

gami boleh menurut Islam .dan tidak

bertentangan - dengan' adat penafsiran
adil: atau tidaknya untuk kawin lagi
adalah hak -suami. Dari-alasan -ini ter-
cermin .pengaruh hukum Islam yang
menempatkan poligapi tidak di bawah
pengawasan hakim, -tetapi adil tidak-

nya poligami -adalah hak suami yang

akan. berpohgaml sendm

C...Percer_am_n D_zpegsuht;-"- R Y

“*Seperti pada’ poligami dipersulit;
maka - sxkap ‘responden pada HPT di
bidang -~ perkawinan ' pada UmMUumnya
positif. Dari semua respondén, ‘maka
84% ‘dari n'= 50‘yang bersikap perlu
dan ‘sisanya (16%) ‘bersikap tidak per-
lu. Alasan yang mendasari sikap perlu

tersebut; - adalah kebutuhan ‘akan ke::
adilan. -Alasan ini’mengatakan, peng-.

aturan secara tertulis.dan tegas hal-hal:

yang <-berkaitan - dengan:.. perceraian

akan memberi kepastian dan keadilan.
Di samping itu diharapkan dengan per-
aturan tertulis tersebutiperceraian ti-
dak -mudah terjadi. Kecenderungan ini

diperkuat dengan penghayatan pada:
hukum agama Islam yang melihat per--
ceraian: sebagai perbuatan halal -yang”
tidak disenangi- Allah ‘SWT. :Sedang-

Hukum dan Pembangunan

kan alasan responden yang mengata-
kan peraturan itu tidak perly, adalah
kecenderungan yang mehhat percerzu- .
an sebagau jalan terbaik untuk meng. '
akhiri. kehadupan rumahtangga yang.
selaly  dilanda  kemelut. dan tidak
mungkin akan pulih kembali. Seianjut _
nya ada anggapan yang mengatakan
perceraian adalah nasib dan takdj
tentu tida.k dapat ditclak

Sebagal kes;mpulan dapat dlkata—
kan, bahwa kenyataan hukum menupn:
3ukkan terdapat dua bentuk pelaksa.
naan  perkawinan, Bentuk . pertama
dan umum terjadi, adalah perkawman__
yang dliaksanakan memenuhl syarat.
syarat yundis material vang keabsah
annya mengacu pada hukum agama
dan kepercayaan dan sekaligus. meme-
nuhi syarat-syarat formal yuridis yang
mengacu pada peraturan perundang-
undang yang berlaku. Bentuk kedua
adalah pelaksanaan perkawinan yang
hanya memenuhi syarat syarat yunciis
materzal belaka.

Di antara kedua bentuk perkawm
an di atas terdapat perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan syarat yuridis
material dan di hadapan PPN tetapi
tidak’ memenuhx syarat-syarat yund1s
formal tertentu (misalnya perkawman
dilaksanakan sebéhum tewat 10 hari se-
telah pelaporan kehendak kawm) Pe-
tugas ‘yang melaksanakan perkawman;
yang tidak memenuhx syarat-syarat-
yuridis formal tertenty’ oIeh Pasal 45_
PP No. 9 tahun 1975 diancam pidana..
Akan’’ tetap1 dalam kenyataan pasal
tersebut begalan tidak sebagaimana
mestinya,

Kejadmn ke_]adxan sepem tersebut
di atas ‘membawa dampak negatif -
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: matu_hi":hukum. Gejela ini mem_:mbuh
- suburkan kesadaran hukum yang ter-

mumnya masih berada pada
tmgkat pengenalan dan . pemahaman
hukum “yang relatif sangat -rendat.
‘Dampak . negatif lainnya, adalah warga
) :masyaraka i
nyata __g:_:menumt._ T
pemahaman yang ada padanya tldak

berbeda antara keduanya. Oleh karena-
ity parnmpasmya dalam penegakan hu-
kum (tertuhs) tersebu’t sangat rendah .
debil. apablia kepentmgannya,;

tiéak tersalurkan oleh hukum tersebut.
P 'ngetahuan terhadap - keberadaan

da dasarnya sudah berada pada nngkat

yang memadai Akan. tetapa kesadaran.
yang hanya beusx pangetahuan belaka .
belum dapat menmptakan kesadaran_

hukum ~yang menengah, tanpa penger-

tian dan pemahaman akan isi (fungsi-
dan manfaat) peraturan: tersebut. yang -
]u_s?t_r_g_ masm .sangat .rendah.. Kalau .

Daftar }’ustaka

1i_anggota masyarakat yang. .-

adapkan. pada dua. ke-.

peréturan _ _hukum sebagal md}kato;
danya kesadaran hukum pa-.

- .'gambaran yang sangat rendah, maka
sikap positif mempertihatkan tingkat

rata-rata yang baik.
- Dari ‘gejala ini -tergambar, ‘bahwa

_-indikasi~kesadaran “hukum yang sati” ;
belum dapat menjadi dasar dar ber.. . .

tumbuhnya indikasi kesadaran hukum
yang lainnya. Akibat dari kenyataan

. ini‘terlihat; bahwa ‘antara indikasi ke. - - )
sadaran hukum'vang satu denganyang

lainnya ‘belum saling pengaruh mempe- -
ngaruhi'dalam ‘mendorong iu’mbuhnyz‘i---'i'
kesadaran hukum masyarakat yang bu.i.' -
lat-dan utuh, - 4

‘Faktor-faktor " pengganggu da}a_'"_
terbentukaya kesadaran hukum yang .
bulat. dan_‘uiph, sehingga indikasi.
yang satu menjadi wadah tempat tum.

- buh . indikasi berikutnya dan selanjut- .

nya, adalah pengaruh nilai sosial, bu- .
daya dan agama yang ingin d;gantl_'_'
atau chpertegas berlakunya oleh HPT,
Akan tetapi harapan ini tidak tercapm -
secara ‘keseliruhan, karena proses pe-
lembagaan - peraturan tersebut tldak_
beqaian sebagaimana mestmya '
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